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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP KEBOLEHAN MENIKAHI PEREMPUAN YANG 

BERZINA MENURUT TOKOH AGAMA DESA LERGUNONG 

BERDASARKAN HUKUM ISLAM 

 

A. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Desa Lergunong 

Tokoh Agama Lergunong semuanya berpendapat bahwa menikahi 

perempuan yang berzina dengan laki-laki yang menzinainya atau bukan 

adalah diperbolehkan, dan sah secara hukum Islam.  

Jika melihat terori pada bab II dalam penelitian ini, pendapat tokoh 

agama tersebut berseberangan dengan pendapat Imam Abu Yusuf dari 

kalangan mazhab Hanafi. Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak 

boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fa>sid atau 

batal. Pendapat Imam Abu Yusuf  berdasarkan pada QS. An-Nur : 3, yakni: 

إِ زَّ زَ نيَِةً أوَْ مُشْركَِةً وَ الزَّ نيَِةُ َ   يََْ ِ حُهَا إِ زَّ زَ نٍ أوَْ مُشْركٌِ وَحُرّمَِ ذَاِكَ عَلَى   الزَّ اِ َ   يََْ ِ  ُ 

  اُْ ْ مِِ  َ 

Artinya: ‚Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak 

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 

demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.‛
1
 

 

Dalam ayat di atas telah s}ari>h (jelas) menunjukkan pelarangan atas 

menikahi seseorang yang telah berzina baik laki-laki atau perempuan kecuali 

sesama orang yang telah berzina. Menurut pendapat ini, yang menunjukkan 

                                                           
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah ... , 350 
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atas keharaman dan larangan yaitu pada akhir ayat tersebut (wahurrima 

z}>alika ‘ala al-mu’mini>n). Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili 

perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya. Pendapat 

ini sejalan dengan pendapat sahabat Ali, Aisyah, Ibnu Mas’ud dan Barra’.
2
 

Kemudian ayat tersebut dikuatkan oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah 

yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad:
3
 

 الزَّ اِ  اَْ جْلُوْد َ   يََْ ِ ُ  ِ  زَّ مِثيَلَهُ 

Artinya: ‚Pezina yang telah menjalani hukuman tidak boleh kawin kecuali 

dengan sesamanya.‛ 

 

Pemahaman penulis, pendapat yang tidak membolehkan seorang laki-

laki nikah dengan perempuan hamil, sementara dia bukan yang menghamili 

seakan-akan lebih tepat. Karena, akibat hukum yang ditimbulkan, seakan-

akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang 

atau tidak kokoh keberagamaannya, akan dengan gampang menyalurkan 

kebutuhan seksualnya di luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak 

tatanan moral dan juga kehidupan keluarga dan sendi-sendi hukum 

masyarakat. 

Bahkan yang lebih ironis apa yang terjadi dalam aplikasi hukum 

Islam di Indonesia, karena kehamilan wanita diluar nikah tidak diuji secara 

medis, petugas pencatat nikah sering mencatat sebuah perkawinan wanita 

hamil dengan laki-laki hanya berdasarkan pengakuan. 

                                                           
2
 As}-S}a>bu>ni>, Muhammad Ali, Tafsi>r A<ya>t al-Ahka>m, Jilid 2, (Bairut: Da>r Ibnu Abbu>d, 2004), 36; 

lihat juga; Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, Jilid 6, (Bandung:al-Ma’arif, 1990), 127 
3
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...., 130 
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Pendapat tokoh agama tersebut juga berseberangan dengan pendapat 

mazhab Hambali, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain. 

Dalam pendapat ini dikatakan bahwa pernikahan dengan perempuan yang 

berzina boleh dan sah apabila telah memenuhi 2 syarat: 1) kehamilannya 

telah berakhir atau habis masa iddahnya, 2) bertobat dengan taubatan 

nas}u>ha>. 

Golongan ini berpendapat wanita hamil  karena zina memiliki iddah 

sehingga haram dinikahi sebelum selesai iddahnya. Dalil mereka adalah QS. 

Ath-Thalaq ayat 4:  

 وَأوَُ ُ   اَْْ اَاِ أََ لُهُ زَّ أنَْ َ َ ْ َ  َ ْلَهُ زَّ 

Artinya: ‚Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah 

mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.‛
4
 

 

Disebutkan juga dalam hadis: 

رَ ذَ ِ  َ ٍْ  حَ زَّ  َِييَ   أََ  َ   وُوَ ُ حَامٌِ  حَ زَّ َ َ َ  وََ  َ ييَْ

Artinya: ‚Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia 

melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai satu kali 

haid.‛ (HR. Abu Dawud) 

 

Keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku 

bagi yang belum bertobat, namun setelah bertobat larangan tersebut hilang. 

Sebabnya, ada Hadis Nabi saw. yang menyatakan: 

نْبِ كََ ْ  َ  ذَنْبَ اَهُ   اتزَّائِبُ مَِ   اذزَّ

Artinya: ‚Orang yang bertobat dari dosa statusnya sama dengan 

orang yang tidak mempunyai dosa. 

 

                                                           
4
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah ... , 558 
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Kemudian pendapat yang sejalan dengan pendapat tokoh agama 

tersebut adalah pendapat dari mazhab Syafi’i. Kalangan Syafi’iyah 

berdasarkan pada ayat 24 Q.S. An-Nisa’ yang berbunyi: 

 وَأحُِ زَّ اَُ ْ  مَا وَرَ اَ ذَاُِ  ْ 
  

Artinya: ‚Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) 

yang demikian itu...‛.
5
 

 

Ayat tersebut turun setelah menjelaskan perempuan-perempuan yang 

haram dinikahi, dan menurut mereka ayat ini berlaku umum, yaitu dihalalkan 

bagi kamu untuk mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, selain 

dari macam-macam wanita yang tercantum pada ayat 23 surat an-Nisa’, 

yang berisi tentang perempuan yang haram dinikahi itu adalah sebab nasab, 

mus}a>harah dan sebab rada>’. Selain dari tiga sebab itu maka tidak 

diharamakan. 

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut di atas selain perempuan 

yang telah disebutkan, halal untuk dinikahi termasuk wanita yang berzina, 

jadi zina menurut mereka tidak menghalangi sahnya akad nikah 

(perkawinan). 

Secara sosial menikah tanpa menunggu iddah bagi wanita hamil 

karena zina menguntungkan perempuan tersebut. Wanita bersifat lemah 

maka perempuan perlu ada laki-laki yang menjaga dari kebinasaan dalam arti 

menjaga keselamatan dan kehormatannya, apalagi perempuan yang hamil di 

luar nikah pasti akan malu dan menyesal atas perbuatan yang telah 

                                                           
5
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah ... , 82 
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dilakukannya sampai mengakibatkan dia hamil, perempuan tersebut juga 

hidup di tengah-tengah masyarakat pasti dia akan jadi bahan omongan dan 

pengucilan oleh masyarakat yang mengetahui hal itu. Maka perempuan 

tersebut perlu laki-laki yang melindunginya, selain itu perempuan juga 

membutuhkan laki-laki yang menafkahi untuk kelangsungan hidup, juga 

kebutuhan anak yang dikandungnya. Jika perempuan hamil karena zina harus 

menunggu kelahiran anak yang dikandungnya terlebih dahulu tidak menutup 

kemungkinan perempuan tersebut akan tertekan pisikisnya dan bisa saja 

menggugurkan kandungannya dan bunuh diri. 

Menurut penulis kebolehan menikahi perempuan yang berzina dengan 

bukan laki-laki yang menzinainya adalah keputusan atau jalan terakhir untuk 

meraih kemaslahatan bersama dan ini merupakan solusi yang sering diambil 

oleh keluarga dan masyarakat demi menutupi aib dan menyelamatkan status 

anak pasca kelahiran. Menikahkan segera wanita yang hamil di luar nikah, 

sebelum melahirkan sebagai solusi agar tidak timbul dampak buruk  ke 

depannya, dan hal ini dilakukan demi: 

1. Menjaga kehormatan dan menutup aib keluarga. 

2. Agar anak yang dilahirkan mempunyai kejelasan setatus. 

3. Supaya tidak terjadi efek negatif seperti melakukan bunuh diri, aborsi, 

stres berat dan sebagainya. 

4. Agar tidak ada fitnah dan perbincangan dari pada zina lebih baik 

dinikahkan, dan lain sebagainya. 
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Demi menghindari mafsadah dan meraih kemaslahatan maka solusi 

terbaik yakni mengawinkannya, anak yang dilahirkan tetap suci dan 

sebagaimana KH. Abd. Rofi’ Chalil menambahkan, pernikahan ini 

diharapkan agar mendapatkan kejelasan siapa ayah si anak tersebut dan 

pastinya menghindari dampak negatif setelahnya, hal ini sesuai dengan 

maqa>s}id as-shari>‘ah yang lima yakni: 

1. Menjaga agama (h}ifz} ad-di>n), diharapkan tatkala dia dalam keadaan stres 

supaya dia tidak malah menjauh dari hukum agama dan menganggap 

bahwa agama tidak bisa mengayominya. 

2. Menjaga jiwa (h}ifz} an-nafs), diharapkan setelah kedapatan ia dalam 

keadaan hamil untuk tidak melakukan aborsi atau bunuh diri karena ini 

termasuk merusak diri dan hal ini tidak dibenarkan dalam agama. 

3. Menjaga akal (h}ifz} al-‘aql), agar dalam kekacauan pikirannya agama 

masih menjawab dan memberi solusi bukan malah menghukumi dia 

dengan stigma yang buruk. 

4. Menjaga nasab (h}ifz} an-nasl), menjaga nasab dengan secepatnya 

dinikahkan sebelum usia kehamilan 6 bulan maka ini termasuk menjaga 

nasab anak pada ayah biologisnya. 

5. Menjaga harta (h}ifz} al-maa>l) lebih tepatnya menjaga kehormatan (h}ifz} al-

‘ird), karena kehormatan juga termasuk harta seseorang yang berharga, di 

sini yakni demi menutub aib seseorang dan keluarganya. 

Jadi prinsip mas}lah}ah mursalah yakni mengambil manfaat dan 

menolak kemudaratan dalam rangka memelihara syara’. Madzhab Syafi’i dan 
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Hanafi membolehkan pernikahan wanita hamil luar nikah dengan lelaki yang 

menghamilinya atau tidak, tanpa menunggu si anak hasil zina tersebut lahir, 

dengan alasan tidak ada keharaman pada anak zina karena tidak ada nasab. 

 

B. Analisis Terhadap Argumen Hukum Tokoh Agama Yang Dijadikan 

Pertimbangan Kebolehan Menikahi Perempuan Yang Berzina 

Dari data yang dikumpulkan penulis tentang argumen hukum 

kebolehan menikahi perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang 

menzinainya menurut pandangan tokoh Agama Desa Lergunong. Data yang 

didapat menunjukkan bahwa terdapat tiga argumen/alasan hukum tokoh 

agama membolehkan menikahi perempuan yang berzina dengan bukan laki-

laki yang menzinainya, diantaranya: 

1. Syarat dan rukun nikah terpenuhi 

Pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang 

menzinainya tidak jauh berbeda dengan nikah yang dilaksanakan secara 

normal, dalam arti syarat dan rukun harus terpenuhi, sehingga pernikahan 

tersebut bisa dianggap sah secara syar’i. Demikian pula dengan temuan 

data penulis di lapangan semua tokoh agama membolehkan pernikahan 

perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya 

dengan alasan bahwa sah dan tidaknya pernikahan tidak dilihat dari 

sudut pandang yang lain kecuali landasannya adalah terpenuhinya syarat 

dan rukun nikah itu sendiri. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90 
 

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi 

rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha>’. Rukun 

perkawinan ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi 

dan ijab kabul. Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, wajib 

dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan 

dianggap tidak sah. 

Penulis sejalan dengan alasan tokoh agama di desa Lergunong 

tersebut, yakni ketika semua rukun dan syarat dalam pernikahan 

terpenuhi, maka nikahnya dihukumi sah.  Sebagaimana dalam KHI pasal 

4 disebutkan: bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan, yaitu yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya. 

2. Tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak 

Demikian halnya dengan temuan penulis di lapangan, bahwa para 

tokoh agama di desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten 

Bangkalan memperbolehkan pernikahan perempuan yang berzina dengan 

bukan laki-laki yang menzinainya dengan alasan pernikahan yang terjadi  

tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak. Mereka yang menikah 

tidak ada yang memaksa, mau sama mau. Sehingga pernikahan tersebut 

tetap dihukumi sah dan diperbolehkan. 
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Penulis setuju dengan alasan pendapat tokoh agama tersebut 

karena sejalan dengan pengertian pernikahan dan syarat dari kedua 

mempelai, yakni pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dengan 

perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah 

pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk 

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih 

sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah. 

Sebagaimana dalam kajian teori yang penulis nukil. 

Kemudian dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6, poin a, 

tercantum bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua 

calon mempelai. Penegasan undang-undang tersebut, menyatakan bahwa 

dalam pernikahan tidak diperbolehkan adanya paksaan dari kedua belah 

pihak, sebab pemaksaan dalam pernikahan akan dengan sendirinya 

menjadikan proses nikah itu menjadi tidak sah. Jadi, jika sudah tidak 

paksaan pada kedua mempelai maka nikahnya sah dan diperbolehkan. 

3. Menutupi aib 

Sebagaimana dalam bab III, salah satu alasan tokoh agama di desa 

Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan berpendapat 

bahwa diperbolehkannya pernikahan perempuan yang berzina dengan 

bukan laki-laki yang menzinainya salah satu alasannya adalah untuk 

menutupi aib, baik aib pribadi maupun umum. Adapun aib pribadi adalah 

aib bagi wanita hamil pra nikah itu sendiri bersama keluarganya, sedang 
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aib umum adalah aib yang bersinggungan dengan masyarakat secara 

umum dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut. 

Untuk itulah tokoh agama di desa tersebut membolehkan 

pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang 

menzinainya dengan alasan menutupi aib. Sebab dengan begitu 

timbulnya fitnah dan hal-hal yang mengarah pada tindakan negatif bisa 

diminimalisir. 

Menurut penulis, pendapat tokoh agama ini juga dapat dibenarkan 

karena sejalan dengan alasan perumusan pembolehan kawin hamil dalam 

KHI pasal 53, berdasarkan faktor sosiologis dan psikologis ditarik suatu 

kesimpulan berdasar asas istis}la>h perumus KHI mengatakan: lebih besar 

maslahat membolehkan kawin hamil dari pada melarangnya. Kemudian 

tujuan utama asas kebolehan kawin hamil dalam KHI bermaksud untuk 

memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak dalam 

kandungan. 

Dan kemudian menutupi aib seseorang adalah sesuatu yang 

dianjurkan dalam Islam, sebab penyebaran aib orang lain akan 

menimbulkan fitnah dan perpecahan umat Islam itu sendiri sehingga 

menimbulkan madharat dikalangan masyarakat, dan juga sebagaimana 

teori mas}lah}ah mursalah dan qa>idah fiqhi>yah yang berbunyi ‚dar’ul 

mafa>sid muqaddamun ‘ala> jalb al-mas}a>lih‛ (menolak segala kerusakan 

didahulukan daripada mendatangkan segala kemaslahatan). 
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C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pandangan Tokoh Agama 

Pandangan tokoh agama desa Lergunong semuanya berdasarkan dasar 

hukum al-Qur’an, hadis, dan salah satu pendapat madha>hib al-arba’ah yaitu 

mazhab Syafi’i serta kaidah fiqhi>yah tentang mas}lah}ah :  

Al-Qur’an Surat an-Nisa>’ ayat 23 (tentang muharroma>t an-nika>h, 

yaitu sebab nasab, mus}a>harah dan rada>’) dan ayat 24 (selain dari perempuan-

perempuan yang disebutkan maka halal untuk dinikahi). Menurut penulis 

memang ayat 24 ini ketika dijadikan dasar dalam kebolehan menikahi al-

za>niyah masih bersifat umum. Sehingga perlu kemudian ada ayat lain yang 

bersifat khusus yang menunjukkan atas kebolehan atau ketidakbolehan 

menikahi al-za>niyah. Dalam hal ini ayat khusus yang menunjukkan atas 

ketidakbolehan menikahi al-za>niyah, ada pada surat an-Nu>r ayat 3 yang 

berbunyi: 

إِ زَّ زَ نيَِةً أوَْ مُشْركَِةً وَ الزَّ نيَِةُ َ   يََْ ِ حُهَا إِ زَّ زَ نٍ أوَْ مُشْركٌِ وَحُرّمَِ ذَاِكَ عَلَى   الزَّ اِ َ   يََْ ِ  ُ 
  اُْ ْ مِِ  َ 

Artinya: ‚Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak 

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 

demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.‛
6
 

 

Jika surat an-Nisa>’: 24 dibandingkan dengan ayat di atas (surat an-Nu>r: 3) 

maka perempuan yang berzina tidak termasuk pada kandungan surat an-

Nisa>’: 24, sehingga lafal wauh}illa ma> wara>’a dha>likum itu hanya 

mengandung sebab nasab, mus}a>harah dan rada>’. Selain dari ketiga sebab 

tersebut tidak termasuk pada kandungan ayat ini. 

                                                           
6
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah ... , 350 
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Melihat penjelasan di atas, walaupun penulis membenarkan adanya surat 

an-Nu>r ayat 3 yang menunjukkan atas keharaman menikahi al-za>niyah, 

tetapi penulis juga lebih setuju pada dasar hukum tokoh agama 

Lergunong, yakni dasar hukum kebolehan menikahi al-za>niyah adalah an-

Nisa>’ ayat 23-24. Sebagaimana dari mazhab Syafi’i mengatakan 

mengenai Surat an-Nur ayat 3, ada tiga takwilan terhadap ayat ini: 

1. Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada 

seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi 

wanita pelacur bernama Ummu Mahzul. 

2. Ibnu Abbas mengartikan kata ‘yankihu’ dengan ‘yazni> (berzina)’, 

sehingga maksud ayat tersebut:  ًالزَّ اِ َ   يََلْاِْ إِ زَّ زَ نيَِة .....  ‚Laki-laki yang 

berzina tidak berzina melainkan (dengan) perempuan yang berzina… 

dan seterusnya.‛ 

3. Menurut Sa’id ibn Musayyab surat an-Nur ayat 3 telah di nasakh oleh 

QS. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi: 

 ....           .... 
 Artinya: ‚… Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi....‛
7
  

Dalam riwayat yang lain di nasakh oleh ayat:  ْ  ُ ِْوَأنَِْ حُو   اَْ اَمَى م . 
 

Dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas r.a. sejalan 

dengan pendapat mazhab Syafi’i. Abu Bakar berkata: Bila seseorang 

                                                           
7
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah ... , 77 
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menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya.
8
 

Kemudian mengenai lafal ‚wahurrima z}a>lika ‘ala al-mu’mini>n‛ pada surat 

an-Nur ayat 3 menurut dari kalangan ini mengatakan lafal tersebut 

maksudnya adalah perzinaan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. 

Lafal z}>alika (isim isyar>ah) musya>r ilaih-nya menurut mereka adalah 

perzinaan bukan pernikahannya, sehingga yang diharamkan dalam ayat 

tersebut adalah perzinaan bukan pernikahan. 

Kemudian hadis dan perkataan ulama dari mazhab Syafi’i yang 

dijadikan dasar hukum oleh tokoh agama desa Lergunong merupakan 

penguat terhadap dalil al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum kebolehan 

menikahi al-za>niyah, hadis tersebut, yaitu:   

 َ  ُ َرِّمُ  اَْرَ مُ  اََْ اَ 
‚Perbuatan yang haram tidap dapat mengharamkan yang halal.‛ 

 

Menurut penulis dari hadis tersebut, bahwa perzinaan tidak dapat 

mengharamkan sesuatu yang halal yakni pernikahan. Jadi, sangat jelas hadis 

ini menguatkan dasar dari al-Qur’an yang dijadikan dasar oleh tokoh agama 

desa Lergunong.  

Kemudian pendapat dari mazhab Syafi’i berikut juga menguatkan 

pendapat dan pandangan tokoh agama desa Lergunong, yaitu:  

 وَيََُوْزُ نَِ احُ  اْاَمِِ  مَِ   النِّاَ اَِنزَّ َ ْلَهَا َ   يََلْحَقُ بَِ حَدٍ فََ انَ وُُ وْدُهُ كََ دَمِهِ 

‚Boleh menikahi wanita hamil dari perzinaan, karena sesungguhnya 

kehamilannya itu tidak dapat dipertemukan kepada seorangpun sehingga 

wujud dari kehamilan tersebut adalah seperti ketiadaannya.‛ 

                                                           
8
 Yahya Abdurrahman al-Khatib, Fikih Wanita Hamil..., 74 
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َ ِ ذٍ مََ   اَْ رَ اَةِ   وَيََُوْزُ نَِ احُ  اْاَمِِ  مَِ   النِّاَ َ وَ اٌ  الزَّ اِ وََ ْ هِِ وَوَوُْ اَا حييَْ
 

‚Boleh menikahi perempuan wanita yang hamil dari perzinaan, baik oleh 

laki-laki yang menzinainya atau oleh lainnya dan menyetubuhi wanita pada 

waktu hamil dari zina tersebut adalah makruh.‛ 

 

Kaidah fiqhi>yah tentang mas}lah}ah  

دَرْاُ  اَْ فَاِ دِ مُقَدزَّمٌ عَلَى َ لْبِ  اَْ صَااِِ  
‚Menolak segala kerusakan (mafsadah) didahulukan dari pada mendatangkan 

segala kemaslahatan.‛ 

 

Pernikahan dengan al-za>niyah diperbolehkan oleh tokoh Agama demi 

menjaga kehormatan dan nasab si anak, seharusnya dalam kasus ini segera 

dinikahkan karena terlanjur hamil. Kedua hal ini merupakan suatu 

kemaslahatan yang dilakukan demi menjaga kehormatan dan status nasab si 

anak, ini semua sesuai dengan maqa>s}id as-shari>‘ah yakni h}ifz} al-nasl 

(menjaga nasab) dan h}ifz} al-‘Ird (menjaga kehormatan), intinya yakni 

menghindari mafsadah dan meraih manfaat. 

Dari beberapa analisis yang dikemukakan oleh penulis terhadap 

pandangan tokoh agama tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan pandangan 

tokoh agama tersebut menurut penulis sesuai dengan hukum Islam. Meskipun 

alasan atau dalil pembolehan pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan 

laki-laki yang menzinainya ada yang tidak sama ke semuanya dengan alasan atau 

dalil yang dikemukakan oleh madha>hib al-arba’ah pada kajian teori, akan tetapi 

alasan tersebut dapat dibenarkan mengingat mana yang lebih maslahat maka 

pendapat itulah yang lebih baik untuk diikuti dan dipedomani, dalam hal ini 

penulis lebih condong ke pendapat mazhab Syafi’i karena dalam masalah ini, 
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lebih maslahat diperbolehkannya nika>h al-za>niyah dari pada dilarang demi 

menjaga kehormatan keluarga dan desa Lergunong, hal ini sesuai dengan kaidah 

fiqhi>yah yang berbunyi :  ِ ِدَرْاُ  اَْ فَاِ دِ مُقَدزَّمٌ عَلَى َ لْبِ  اَْ صَاا (Menolak segala 

kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan segala kemaslahatan). 
Sebagaimana yang dikatakan oleh salah tokoh agama (Ust. Syamsul Arifin); 

pernikahan perempuan yang berzina dengan bukan laki-laki yang menzinainya 

memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan madha>hibul arba’ah. Ada yang 

mengatakan sah (boleh) dan ada yang tidak membolehkan (tidak sah). Beliau 

lebih setuju pada pendapat ulama yang membolehkan karena maslahatnya lebih 

besar dari pada mudaratnya. 
 


